
 

 
  

 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN  WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  

NOMOR  22  TAHUN   2015 

 
TENTANG  

 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 

 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Nomor 8  Tahun 2015  tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 
Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015; 
 

Mengingat   : 1. 

 
 

 
 
 

2. 
 

 
 
 

 
 
 

3. 
 

 
 
 

4. 
 

 
 
 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

 



5. 

 
 

 
6. 
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10. 
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12. 
 
 

 
 

 
 
13. 

 
 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesa Nomor 5049); 

 
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
 

 



14. 

 
 

 
 
15. 

 
 

 
 
16. 

 
 
 

 
 

17. 
 
 

 
 

18. 
 
 

 
 
19. 

 
 

 
 
 

20. 
 

 
 
 

21. 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah; 
 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tidore 
Kepulauan  Tahun 2014 Nomor 165); 
 

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 

2015 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan  Tahun 2014 
Nomor 285); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 

2015. 
 

 



 

 
Pasal 1 

 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015  
semula  berjumlah Rp. 708.018.385.309,00 mengalami penambahan sebesar                     

Rp. 62.359.432.751,00 sehingga setelah perubahan menjadi                                
Rp.  770.377.818.060,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. Pendapatan  
    a. Semula                              Rp  689.574.532.419,00 

    b. Bertambah / (Berkurang)            Rp     24.116.560.468,00 
    Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp  713.691.092.887,00 
 

2. Belanja  
    a. Semula                                              Rp  708.018.385.309,00 

    b. Bertambah / (Berkurang)                   Rp    62.359.432.751,00 
       Jumlah Belanja setelah Perubahan       Rp   770.377.818.060,00  
        

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan          Rp   ( 56.686.725.173,00 ) 
 

3. Pembiayaan Daerah : 
    a.   Penerimaan Pembiayaan 
         1. Semula                                          Rp    20.443.852.890,00 

         2. Bertambah / (Berkurang)               Rp.  38.598.628.573,00 
              Jumlah Penerimaan Pembiayaan  

setelah Perubahan        Rp.   59.042.481.463,00  

 
    b.   Pengeluaran Pembiayaan  

         1. Semula                                   Rp     2.000.000.000,00 
         2. Bertambah / (Berkurang)               Rp        355.756.290,00 
             Jumlah Pengeluaran Pembiayaan   

setelah Perubahan       Rp      2.355.756.290,00 
 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan    Rp    56.686.725.173,00 
 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun berkenaan         Rp                           0,00 
 

Pasal 2 

 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 
 
 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan  Walikota ini. 
 

 



 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore 

Kepulauan. 
 
  Ditetapkan di  Tidore  

  pada tanggal 1 Oktober 2015 
                                                                  

 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Tidore 

pada tanggal 1 Oktober 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
 

 
ANSAR  HUSEN 

 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  TAHUN 2015 NOMOR 308.           

         


